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Menimbang :

Mengingat :

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATISITUBONDO
NOMOR 37 TAIIUN2011

口ET判]ANG

II― TUGAS DAN FIINGSI
BADAN PENANGGIILANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUⅡ AN YANG MAHA ESA

BUPATT SITUBONDO,

bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Da€rah Kabupaten
Situbondo Nomor 16 Tahun 20ll tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu
menetapkan Uraian Tugas dan Ftmgsi Badan Penanggulangan Bencana Daeratr
Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daeratr-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tatun 1950 Nomor 19, Tambahan I*rrbaran
Negara Re,publik lndonesia Nomor 9 dan B€rita Negara Republik Indonesia
Tatnrn 1950 Nomor 4l) sebagaimana telatr diubatr dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatnrn 1965
Nomor 19, Tanrbahan kmbaranNegara Republik IndonesiaNomor 2730\;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahrm 1974 tatang Pokok-pokok Ke,pegawaian

Qrmbaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimaoa telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 teirtang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara R€publik Indonesia Tahwr 1999 Nomor
I 69, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3E90);

3. UndanyUndang Nomor 17 Tatnm 20A3 bntang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

4. Undang-{.Jndang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbenda}raraan Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 20M tentang Pembentukan Peratrnan
Perundang: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a389);

Jalan PB. Sudirman Nomor l, Situbondo, Provinsi JawaTimur
Telepon (0338) 67 I I 6l Email . info@perndasitubondo.go.id へ
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

' diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penrbahan
Ke&ra Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahm 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan
Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negfia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Ta}rr.m 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungiawaban Keuangan Daerah(LembaranNegaraRepublik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Panerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaram Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4594);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 473 7);

15. Perattran Pemerintah Nomq 41 Tahun 2007 tentarg Organisasi Peregkat Daerah

(l€mbaran Negara Republik lndonesia Tallm 2007 Nomor 89, Tanrbalran

Irrnhran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tallm 2008 tsntang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 42, Tanbahan trmbaran Negaxa Republik Indonesia Nomor 4828);

17. Peratrar Pernerintah Nomor 22 Tatlm 2008 tentang Pendalam dan Pengelolam

Bantuan Bencana (,embaan Negara Republik krdonesia Tatlrn 2008 Nomor 43,

Tambalran t ernbaran Negrua Republik Indonesia Nomor 29 );

18. Perafiran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2m8 tentang Peran Irrnbaga Usaha dan

Lembaga Intemasional Dalam Penanggulangan Bencana (kmbaran Negara

Repubfik Indonesia Ta]run 2008 Nomor 44, Tambatnn trmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4830);

9.
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19. Peratran Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggr:langan
Bencana;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman' Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

22. Peranrran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penl,usunan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahrm 2007 tffitatlrg Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

25. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahrm 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MШ UTUSKAN:

Menetaphn :PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAⅡ  KABUPATEN
SITUBOND0

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalatn Pcrattran Bupathj yang dmよ sud dcngan:

1. Daerah・′・ lah Kabupatell Situbondo

2 Peme五回■ Daerah addah Buptti dan Peranght Daerah sebagd unsur
penyelenggaran Pemenntahan Dacrah

3 Bupati adalah Bupati Situbondo.

4 Dewan Pcmakilan Rakyat Dacrah yang sclttutnD7a discbut DPRD adalah
Dewan Pewaklan Rakyat daerah Kabuptten Situbondo.

5_ Sekretaris Daerah,A,lah Sek■ ■aHs Dacrah Kabupaten ShbondO.

6 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunJ■ よm tugas,
tangg即画anab,We¬matt dan hよ seorang Pegawal Ncgc五 Sipil dalatn
suatu samn org前 sasi yang dalarn pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keablian dan/atau keterampilan tertcntu sett bcrsifat mandiH

7.Otonomi Dacrah αhi血 威 Wewenang,dan kewaJiban daerah otolЮ m
mtuk mengahtt dan mengums scndiH unlsan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat sctempat scs面  dcngan pcrat―n pc―dang‐ undangan yang
bcrlaku.

8.Badan Pcnallggulangan Bcncalla Dacrahク″・ lah Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

9.Kcpala Badan adalah Keptta Bdm Penanggulangan Bcncalla Daerah
Kabupttcn Situbondo.

10.Kepda Pelaksana adalah Kepaa Pelaksana Badan Penangglllangan Bencana

Daerah Kabllptten SinlbondO.
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1l Bencana adalab pcnstlwa atau rangkttan penstiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan pcnghidupan masyarakat yang disebabkan baik

olch faktor mallush atau daln sehingga mcngakibatkan timbulwa korban
′ manuJtt kcrusakan lingkungan, kcmglan harta bcnda dan dampak
psikologis.

12 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana addah serangkaian upaya yang
meliputi penctapan keblakan pembangunan yang be五 siko umbultta
bencana,kegiatan pencegahan bencana mggap da―t,dan rehabilitasi

13.Kegiatan Pencegahan Bencarla adah se― m keglat.an yang dilakukan
sebagal upaya untuk menghilanょm dan/atau mcnttangi ancatnan bcncana

14 KcSapdagaan addah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantislpasi bencana melal」 pengorganlsasian satt meld■ lan3kah yang
tepat guna dan berdaya guna.

15.Peringatan Dh addah serangkaian keglatan pcmbe五 an penngatan scsegera

munまin kepada masyaraka tentang kCmungkinan teladinya bcncana prada
suatu tempat oleh iembaga yang benenang.

16 Midgasi,H,'ah scm■ 5kゴan upaya untuk nlcn即 曖mgi risiko bcncana.baik
melalui pembangunan isik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancamalll bencm

17.Tanggap Darurat Bcncana addah seran』 面an kcgiatan yang dilよはan
dengan scgera pada saat keiadian bencana und menangani dampak bun
yang dithbulkan yang mdiputi kegiatan pcnyclamatan dan evakll,d korban,

harta h仏 pemenuhan kebuman HЯミЯr perlindungan,pcngurusan
pengungsi,penyelalnatan se■a pemuliban sarana dan pras…

18.Rehabil魅 i ad」 ah perbdkan dan pemulihan semua aspck pclayanan publk
atau masyaぬbt sampd tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana

dengan sasaran utama untt nomalisasi atau beldamya sccara wttar Semua

aspek peme五ntttm dan kemdupan masyarakat pada wil、 太 pasca bencana.

19.Rckolstti abル 血 pembanfan kembali somua pra―a dan saranaj
kelembagaan pada宙 1りah pasca bcncana bttk pada tingktt pcmerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkcmbangnya
kegiatan perekonomian,sosial dan budayち tegaknya hnm dan kctcrtiban,
dan bangkitnya peran serta masyarakat dalaln segala aspck k動饉dupan
masyarakat pada wilayah pasca bencanι

20 Anggaran Pendapaセm dan Belania Daerah adalah Anggaran Pendaptm dan
Belttja Kabupaten Situbondo.

BAB II
KEDT]DUKAN, TUGAS, DAN FI'NGSI

Pasal 2

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten Situbondo di bidang Penanggulangan Bencana.

(2) Badar, Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang dijabat secara rangkap (ex-fficio) oleh Sekretaris Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyal tugas :

a. menetapkan @oman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah
Daerah dan Badan Nasional Penaggulangan Bencana terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencan4 penanganan
darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

⌒
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b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan pnyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten
Situbondo;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap
sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat
bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. mernpertanggungiawabkan Wnggvraan anggann yang diteima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugasnJa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efisien;

b. pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BAB III
ORGAI\ISASI

Bagian Kesatu
SUSUNAI\ ORGANISASI

Pasal 5

(l) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Unsur Pengarah;

c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri
ata-s :

a. Kepala Pelaksana.

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :

l. Seksi Pencegahan:

2. Seksi Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :

l. Seksi Kedaruratan;

2. Seksi Logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :

l. Seksi Rehabilitasi;

2. Seksi Rekonstruksi.

V
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■ U」tpelaCna Td∽ Js Badan.
g  Kelompok Jabatan Fungsional

(1)Bagan s― r Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Dacrah
Seblgaimana dimaksud pada ay誠 (1),tercmttm ddaln Lampiran dan
mcrupakan bagian yang tよ tepisahkan dcngan Peraturan Bupati ini

Bagian Kedun
KEPALA BADAN

Pasa1 6

Kcpala BMan mempunyai tugas mcmimpin, melakukan koordinasi dan
pengendalian dalaln penyelenggaraan kegiatan dibidang PenanggJangan
Bencana Daerah

Bagian Ketiga

UNSUR PENGARAII

Pasa1 7

(1)UnSur Pcngarah Penangglllangan Bencana bcrada di bawah dan
bertang即』aWab langsmg kepada Kepda Badan.

(2)Unsur Pengarah mempunyai tugas membeHkan masukall dan saran kcpada
Kepala Badanあlam Penangglllangan Bencana

Pasa1 8

Dalaln melaksanakan tugas sebagttnlana dimaksud pada ayat(1), UnSur
Pengarah menyelenggarakan fbngsi:

pemmusan konsep pelaksanaan kebijakan penangguJangan bencana daerah;
pemantauan;
evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 9

(l) Unsur Pengamh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
terdiri dari :

a. Ketua;
b. Anggota.

(2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berasal
dari:

a. Pejabat Pemerintah Daerah;
b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.

(3) Anggota Unsur Pengarah seluruhnya berjurnlah 9 (sembilan) anggota, yang
terdiri dari 5 (ima) Pejabat Pemerintah Daerah dan 4 (ernpat) anggota dari
masyarakat profesional dan ahli.

(4) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Bagian Keempat
T]NSURPELAKSANA

Pasal 10

(1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Kepala Pelaksana
yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan.

⌒
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Q) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

yang secara terintegrasi, meliputi :

a. pra bencana;

b. .saat tanggap darurat;

c. pasca bencana.

Pasal 1l

(l) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),

Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi;

b. komado;

c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

wilayah yang terkena bencana.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membenhrk Satuan

Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat

(fi"m nearci Cepit meliputi kaji cepat dan penyelamatar/pertolongan) dan

i"prt -"t"U""tirt Satuan Tugas lain yang dipertukan sesuai dengan

kebuttrhan.

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggungiawab langsung

kepada KePala Pelaksana.

BAB IV
SEKRE,TARIAT UNSUR PELAKSAI\A

Pasal 12

Sekretaris Unsur Pelaksana merrlpunyai tugas memberikan pelayanan teknis

J.ir**Ai kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah'

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagamana dimaksud dalam Pasal 12" Seketaris

menyelenggarakan fungsi :

a- menyiapkan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan;

b. menyusun dokumen pelencanzum dan dokumen pelaksanaan program dan

kegiatan;

". 
.Jukr*uk* administrasi keuangan yang meliputi realisasi

anggaran b€lanja serta pembayaran gaji pegawai;

d. menyiapkan laporanpertanggungiawaban keuangan;

e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

f. melaksanakan administrasi kepegawaian;

g. melaksanakan tata usaha kantor yang meliputi, pencatatan, pengarsipan surat

masuk dan keluar, menyiapkan dan mendisribusikan surat-surat:

h. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokoler;

i. menyiapkan rencana kebutuhan barang' administrasi' dan pelaporannya;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana'

ヽ
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Pasal 14

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan.bertanggungiawab kepada Kepala Pelaksana.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap
program, adminishasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris sebagaimana dimaksud pada pasal 14
ayat (2) mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integra.si program perencanaan, dan
penrmuszrn kebijakan ili lingkungan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan
perundang-undangarf organisasi, tatalaksana peningkatan kapasitas
sumberdaya manusi4 keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;

c. pembinaan dan pelaksanaan hubrmgan masyarakat dan protokol;

d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan frmgsi Unsur Pengarah:

e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah lokasi terjadinya
bencana;

f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 16

(1) Sekretariat, membawahi :

a Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang b€rada dan bertanggugiawab kepada

Sekretaris.

Pasal 17

(1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a,

mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan umum dan tata usaha

kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengeriman surat-surat,

penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

b. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

c. pelaksanaan tugas di bidang hubrmgan masyamkat;

d. pelaksanaan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan

formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun. peninjauan masa

kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK,
sumpah/janji pegawai, gaji berkala kesejahteraan, mutasi dan

pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan

り
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建″ywalan dan diЫplh pegawai menyusun standar kompetend
pegawal,tenaga teknis,tenaga mttsional,analisis Jabatan,andisis

beban k可 亀budaya kcl■ dan tugas tata usaha kcpcgawalan ldmy%
. e.pettυ

sun kebutuhan perlenょapan,pengadaan dan perawatan peralatan
・
kantor,pengalnanan,usulan penghapusan assct dan menyusun laporan

pertanggungja、vaban atas barang‐ barang inventaris;

, pelaCnaan pengadaan kcbutuhan barang dan pengadmidstrasian
barang―barang keperluan Badan Penanglllangan Bencana Dacrah dan
perbekalan ld■

g  pclttanaan urusan surat■ menyurat;

h. pcmbuatan laporan inven● isasi barang(assct)Badan Pcnangulangan
Bcncana Daerah;

i. penyelenggaraan kesaahteraan pegawai;

j penyusunan iaporan kepegawdan;

k. pelaksanaan kctatausahaan;

1,  pelaporan h61l pelaksanaan tugasnya kcpada Sekretaris:dan

m. pelaksanaan tugas ked… ldn yang dibttan oleh Se鰤 s seSuai
dengan tugas dttl imgs羽、_

Pasal 18

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf b, melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan administrasi

keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Keuangan menyelenggarakan frmgsi :

a. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran
pegawal;

b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

c. penyusunan laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan;

d. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggaran;

e. penyiapan rencana pelaksanaan aflggamn Badan Penangulangan

Bencana Daerah ;

f. pelaksanaan administrasi keuangan Badan Penangulangan Bencana

Daerah yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan

belanja Badan Penangulangan Bencana Daerah serta pembayaran gaji
pegawai;

c- penyiapan laporatr pertanggunglawaban keuangan Badan

Penangulangan Bencana Daerah;

h. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran

Badan Penangulangan Bencana Daerah;

i. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;

j. pelaksanaanketatausahaan;

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Seketaris; dan

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Seketaris sesuai

dengan tusas dan fungsinya

⌒

⌒
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Pesel 19

(1) Sub Bagian PerencanaarU Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud' dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas di bidang perencanaan
kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paAa ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fiingsi :

a. penghimpunan data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program ;

b. pelaksanaan pengelolaan data ;

c. pelaksanaan perencanzuul progrzrm ;

d. penyiapan bahan penalaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan ;

e. penghimpunan data dan menyiapkan bahan penyusrman prograrn
anggaran ;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ;

g. pelaksanaan penyusunan laporan ;

h. penyusunan Renstra dan Renja;

i. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
j. penyrsunan Budaya Kerja;

k. penl,usunan LAKIP;
l. penyusunan evalrrasi kegiatan;

m. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT);

n. penyusrman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

o. pelaksanaan ketatausahaan;

p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kesatu

BIDAI\G PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala
Pelaksana dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di
bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada
pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagiamana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

a- p€rumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan
pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta penguftugan resiko bencana;

c. pelaksanaan kerja sama dengan Instansi atau lembaga terkait di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan
resiko bencana;

―
し
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d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan mitigasi,
dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

f.' pelaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 22

(l) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :

a. Seksi Pencegahan;

b. SeksiKesiapsiagaan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 23

(1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l) huruf a,

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan di Bidang Pencegahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

a menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang pencegahan pada
saat prabencana dan pengwangan risiko bencana;

b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan
pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana dengan
men;usun Rencana Aksi Daerah;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada
saat prabencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun
Rencana Aksi Daerah;

d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat
prabencana serta p€ngurangan resiko bencana;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan
pada saat prabencana s€rta p€ngwangan resiko bencana;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada
saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;

g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana
serta pengurangan resiko bencana;

h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana
serta pengurangan resiko bencana;

i. menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam
perencana:rn pembangunan daerah;

j. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan teknis,
simulasi dan gladi;

k. melaksanakan ketatausahaan;

1. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

I
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Pasal24

(1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) hurff
b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan di Bidang Kesiapsiagaan.

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Seksi
Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada
pra bencan4 peringatan dini dan mitigasi bencana;

b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan
pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada
pra bencana peringatan dini dan mitigasi bencana;

d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana,
peringatan dini dan mitigasi bencana;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengaw:rsan di bidang
kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;

f. menyiapkan bahan menyusunan laporan di bidang kesiapsiagaan pada
pra bencan4 peringatan dini dan mitigasi bencana;

g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana,
peringatan dini dan mitigasi bencana;

h. menlapkan bahan evaluasi di bidang kesiapsiagaan pada pra bencan4
peringatan dini dan mitigasi bencana;

n. melaksanakan ketatausahaan ;

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan ; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.

Bagian Xedue

BIDAI{G KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 25

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana
Badan dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di
bidang penanggulangan bncana pada saat tanggap darurat dan dukungan
logistik.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang
Kedamratan dan Logistik menyelenggarakan firngsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada s&rt tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik ;

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;

d. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat

tanggap darurat, penanganan pengrurgsi dan dukungan logistik ;

―
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e. pemantzuan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan
di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan
pengungsi dan dukungan logistik ;

f.' pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

g. peldporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lajn yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
Badan.

Pasa1 27

(1)BidaE Kedaruratan dan Logistik,membab7abi:

a Scksi Kedaruratan;

b.Seksi Logistik.

(2)Masing‐ masing Seksi sebagttmana dimaksud ptt ayat(1),dipimpin dan

bcrtanggungia、vab kepada Kepala Bidang Kcda― tan dan Lo」並k.

Pasal 28

(1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (l) huruf a,

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan
Logistik di Bidang Kedaruratan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Seksi
Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan dan
penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;

b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang
penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darsrat;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan dan
p€nanganan pengungsi pada saat tanggap darurau

d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan dan penanganan
pengungsi pada saat tanggap darurat;

e- menyiapakan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang
penanggulangan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darwat;

f. menyiapkan bahan dan menyusunan laporan di bidang penanggulangan
dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;

g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan dan penanganan
pengungsi pada saat tanggap daruraU

h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan dan penanganan
pengungsi pada saat tanggap darurat;

i. melaksanakan ketatausahaan;

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Kedaruratan dan Logistik; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayar (l) huruf b,
manpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan
Logistik di Bidang Logistik.

⌒
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(2)Dalaln melaksanakan tug● sebag■ mana dimよ sud pada町江 (1),Soksi
Logistik menyclenggarakan fbngsi:

a・  平Cnyiapkan bahan perencanaan keblakan di bidang dukungan logisuk;

b mcnyiapkan bahan pcdoman teknis dan standart di bidang dukungan
logistik;

0.mcllyittkm bahan pdaksanaan kebjakan d bidang dukungan lo」 stit

d menyiapkan bahan keriaSama di bidang dukungan logistit

e. mcnyiapkan bahan pcngcndalian dan pcngawasan di bidang dukungan
logistik;

■ menyiapkan bahan dan incnyusun laporan di bidang dukungan logistik;

g. menylapkan bahan fasilitasl di bidang dhngan logistik;

h  mcnylapkan bahan cval‖ ЯSi di bidang dukungan logistk;

i.melaksanakan ketatausahaan;

j melaporkan hぉ 1l pelaksanaan tugasnya kepada Kepda Bidang
Kedaruratan dan Logisik;dan

k_ melaksan7akan tugas kcdinasan lJn yang dibeHkan 01ch Kepala Bidang

Kedaruratan dan Logistik scsnl dengan bidang tugas dan lmgsinya

Baglan Ketiga

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PaS31 30

Bidang Rehabilitasi dan Rckonstmksi mempunya tugas membanm Kepala
Pclaksana Badan ddaln melaksanakan tugas Badan Pcnanggulangan Bcncana
Daerah di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasa1 31

Dalatn melaksanakan tugas scbattnlana dimaksud dalam Pasa1 30,Bidang
Rchabiltasi dan Rckonsは d mcttclcnggarakan m彎 d:

a.pertlmusan kebtakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca
bcncana;

b pcngkoordinttian dan pelaksanaan keblakan d biぬ ng penanggulangan

bencana pada pasca bcncana;

c.pclaksanaan kc]a salna dcngan instansi atau lcmbaga terbit di bidang
pcnanggulangan bencana pada pasca bencana;

d  pemantauan, cvaluasi dan analisis peiaporan di bidang penangttangan
bencana pada pasca bcncana;

e   pclaksanaan kcgi4atan ketatausahaan;

l  pelaporkan hasil pelaksanaan tugぉ ;dan

g. pclaksanaan tugas kedinぉan lain yang dibe五 kan olch Kepala Pelaksana

Badan

Pasa1 32

(1)Bidang Rchabilitasi dan Rekonstusi,membawahi:

a seksi Rehabniぃ ち

b. Seksi Rekonsmksi.

ヽ
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(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 33

(l) Seksi Rehabilitasi sebagaimanB dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf 4
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di Bidang Rehabilitasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas setagaimana dimaksud pada ayat (l), Seksi
Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

a- menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca
bencan4

b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rehabilitasi
pasca bencana;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
d. menyiapkan bahan keqasama di bidang rehabilitasi pasca bencana;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi
pasca bencana;

f. menyiapkan bahan dan men)'usun laporan di bidang rehabilitasi pasca
bencana;

g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencan4

h. menyipkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;

i. melaksanakan ketatausahaan;

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugas dan ftrngsinya.

Pasal 34

(1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di Bidang Rekonstruksi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana
prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rekonstruksi
sarana przlsaran4 kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana
prasaranq kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sirana prasaran4
kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi
sarana pftrs:rana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rekonstruksi sarana
prasarana, kefudupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana prasaran4
kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

I
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menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi saruna prasaruna)
kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

melaksanakan ketatausahaan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
f;.ehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugaq dan fungsinya.

ハ

BAB V
KETENTUAI{ PERALIHAI{

Pasal 35

Dengan disusunnya uraian Tugas dan Frurgsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Satuan
Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PB-P) Kabupaten
Situbondo dibubarkan dan menyerahkan seluruh dokumen data/informasi lainnya
yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo

padatanggal | $
SEKRET
KABUPA

D、.IIADI WIJONO.STo MM
Pembina Utama Muda

NIP 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBOND0

Ditetapkan di Situbondo

BUPATI SITUBONDO,

LitiT KER」 A

TAHUN20rlNOMOR 37


